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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Implementasi Kebijakan 

2.1.1 Pengertian Implementasi 

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang 

berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan 

sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu.  Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan 

dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-

lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus 

Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:  

“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to 
implement. Dalam kamus besar webster, to implement 
(mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give 
practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap 
sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64). 

 
 Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan 

waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137). 

Berdasarkan pengertian diatas maka implementasi itu merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan 

yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi 

pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu 
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apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau 

tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak 

bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi 

merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak 

pada warga negaranya. Namun dalam pelaksanaannya badan-badan 

pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari 

Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk 

memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya 

tidak dilakukan. 

Mazmanian dan Sebatier mendefinisikan implementasi sebagai 

berikut: 

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, 
biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 
yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan 
Sebastiar dalam Wahab,2004:68). 

 
 Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan 

pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk 

perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan 

badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui 

sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, 
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kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan 

seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. 

Menurut uraian di atas, implementasi itu merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang 

telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi 

pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu 

apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau 

tidak bagi masyarakat, Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak 

bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. 

 

2.1.2 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan secara efistimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa 

Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa 

istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. 

Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan 

berasal dari kata “wisdom”.  

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan 

kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan 

oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya 

masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam 

Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson 

merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang 

berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.  
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Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh 

Wahab bahwa: 

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang  
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-
hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk 
mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”  
(Friedrich dalam Wahab, 2004:3). 

 
Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur 

tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin 

dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu 

mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus 

mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan 

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai 

tujuan dan  umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, 

kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-

hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak 

boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pelaksanaan sosial yang ada 

dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan 

dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut 

akan mendapat kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya, suatu 

kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 
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2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan 

 Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah 

sebagai berikut: 

“policy implementation as we have seen is the stage of policy 
making between the establishment of a policy such as the passage 
of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing 
down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule 
and the consequences of the policy for the people whom it affects”. 
(Edward III, 1980:1). 
 

 Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan 

juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat 

memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut 

bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat 

apalagi sampai merugikan masyarakat. 

 Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang 

dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: 

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas 
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, 
organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk 
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang 
diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102). 
 

 Definisi diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau 

akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 

peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam 

kehidupan bernegara. 
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 Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan 

untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan 

melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut 

(Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah 

dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua 

melalui formulasi kebijakan. 

 Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, maka 

George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: 

1. Comunication/komunikasi, 
2. Resources/sumber daya, 
3. Disposition/disposisi, 
4. Bureaucratic Structure/struktur birokrasi. 
(Edward III, 1980:10) 
 

Gambar 1.1  
Model Pendekatan Implementasi Menurut George C. Edward III 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: George III Edwards, (1980:148). 
 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh  

Edward III dalam buku Implementing Public Policy dapat dipengaruhi oleh 
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faktor-faktor diatas, adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

yaitu: Kesatu Communication menurut Edward III adalah: 

”The first requirement for effective policy implementation is that 
those who are implement a decision must know what they are 
supposed to do. Policy decisions and implementation orders must 
be transmitted  to appropriate personal before they can be followed. 
Naturally, these communications need to be accurate, and they  
must be accurately perceived by implementors. many obstacles lie 
in the path of transmission of implementation communications” 
( Edward III, 1980:17) 
 
Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards III, komunikasi 

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. 

Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan 

dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, 

sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus 

ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. 

 Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan 

Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting 

bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut 

Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah 

sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun 

membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan 

menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik 

pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77).  

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya 

kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, 
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konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka Dengan 

terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya 

sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Faktor Kedua Resourcrces dalam keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan menurut menurut Edward III adalah: 

“No matter how clear and consistent implementation orders are and 
no matter  how accurately they are  transmitted, if the personel 
responsible out policies lack the resources to do an affective job, 
implementation will not be effective. important resources include 
staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant 
and adequate information on how to implement policies and on the 
compliance of others involved in implementation: the authority to 
ensure that policies are carried out as they intended; and facilities 
(including buildings,equipment,land and supplies) in which or with 
which to provide service will mean that laws will not be provided, 
and reasonable regulations will not be developed” (Edward III, 
1980:53) 
 
Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat 

menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber 

daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber daya 

merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan 

sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses 

pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses 

implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya 

manusia, biaya, dan waktu. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung 

sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin 

tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah 

kebijakan dijalakan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana 
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dan prasaran menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai 

implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan 

publik. 

Faktor Ketiga Dispositions dalam keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan menurut Edward III adalah: 

“The dispositions or attiudes of implementation is the third critical 
factor in our approach to the study of public policy implementation. 
if implementation is to proceed effectively, not only must 
implementors know what to do and have the capability to do it, but 
they must also desire to carry out a policy. most implementors can 
exercise considerable discretion in the implementation of policies. 
one of the reasons for this is their independence from their nominal 
superiors who formulate the policies. another reason is the 
complexity of the policies themselves. the way in which 
implementors exercise their direction, however, depends in large 
part upon their dispositions toward the policies. their attitudes, in 
turn, will be influenced by their views toward the policies per se and 
by how they see the policies effecting their organizational and 
personal interests”.( Edward III, 1980:89). 

 
Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana 

adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika 

pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus 

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu 

kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. 

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen 

pelaksana) 

Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap 

baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka 

akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang 

diharapakannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para 
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pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses 

implementasi akan mengalami kesulitan.  

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung 

Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya 

kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan 

menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku 

kebijakan agar menjalakan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan 

yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik. 

Faktor Keempat dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

menurut Edward III Bureaucratic structure adalah:  

“Policy implementors may know what to do and have sufficient 
desire and resources to do it, but they may still be hampered in 
implementation by the structures of the organizations in which they 
serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard 
operating prosedurs (SOPs) and fragmentation. the former develop 
as internal respons to the limited time and resources of 
implementors and the desire for uniformity in the operation of 
complex and widely dispersed organizations; they often remain in 
force due to bureaucratic inertia” (Edward III, 1980:125) 
 
Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk 

melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui 

apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk 

melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak 

dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam 

struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung 

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan 

koordinasi dengan baik. 
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Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan 

memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, 

tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur 

organisasi di mana mereka melayani. dua karakteristik utama birokrasi 

adalah prosedures operasi standar (SOP) dan fragmentasi. yang pertama 

berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan 

sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam 

pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka sering 

tetap berlaku karena inersia birokrasi. 

Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan 

suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang 

seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan 

suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana 

atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi 

dan adanya standard operating procesures (SOPs) standar operasi 

prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan impelementasi 

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan 

yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi 

dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (Fragmentation) atas 

kebijakan yang ditetapkan.  

 Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor Bureaucratic 

structure yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi 

kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam 
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melaksankan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam 

menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang.Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah 

yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – 

program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari 

kebijakan publik tersebut. 

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi menurut Edward III diatas, 

maka Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: 

1.  Ukuran dan tujuan kebijakan 
2.  Sumber-sumber kebijakan 
3.   Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana 
4. Komunikasi antar organisasi terkait  dengan  kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 
5.  Sikap para pelaksana, dan 
6.  Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 
(Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79). 
 
Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat 

dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: pertama yaitu ukuran 

dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan 

kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah 

direncanakan.  

Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn 

yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan 

keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan 
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pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn 

dalam Agustino, 2006:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat 

diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah.  

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber 

penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran 

pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. 

Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan 

kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. 

Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam 

merencanakan dan melaksanakan kebijakan. 

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri 

badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja 

implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-

ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi 

pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan 

dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut 

adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman 

kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).  

Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi 

berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood 

dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa: 

“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan 
mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-
struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula 
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persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan 
kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77). 

 
Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasi 

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka 

terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu 

pula sebaliknya.  

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh 

Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur 

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para 

pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai 

pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut 

dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa 

memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi 

kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino 

adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan 

kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut 

adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 

2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor 

yang menentukan keberhasilan suatu implementasi 
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2.1.4    electronic Ticketting 

electronic Ticketing adalah satu bentuk pelayanan jasa dalam 

melayani calon penumpang untuk menggunakan angkutan yang dipilihnya 

dalam berpergian dengan cara cepat dan akurat. electronic Ticketing 

merupakan suatu cara dalam hal pemesanan tiket bagi calon penumpang 

yang akan berpergian menggunakan angkutan yang dipilihnya. Electronic 

Ticketing  merupakan fasilitas pemesanan tiket yang berbasis online yang 

dirancang untuk membantu masyarakat dala membeli tiket secara mudah 

tanpa harus mengantri. Langkah-langkah e-ticketing sangat praktis dan 

reservasi adalah yang paling utama. Masyarakat yang sibuk dan akrab 

dengan teknologi internet dapat menentukan beberapa pilihan yang 

tersedia untuk membeli tiket. Ada beberapa fasilitas yang sudah 

disediakan seperti adanya contact center dengan menelpon 121, 

indomaret, PT POS, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobil ticketing dan 

Citos (City Terminal online system). 

electronic Ticketing sebagai bentuk wujud dari kesungguhan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pulik. Beberapa tujuan 

yang ingin dicapai dalam layanan electronic Ticketing yaitu masyarakat 

sebagai pengguna jasa yang ingin dicapai dalam layanan electronic 

Ticketing yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa dapat mengurangi 

beban biaya dan waktu yang diperlukan, dan yang dikeluarkan oleh 

pengguna jasa dalam mencari informasi, mempercepat pencarian 

informasi, dan dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dalam 

jangkauan luas. 
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Fungsi electronic Ticketing sebagai sarana atau alat bantu dalam 

pemesanan tiket kereta api secara online. Pemerintah melalui electronic 

Ticketing mengkomunikasikan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa 

selain pemesanan tiket melalui contact center, terdapat pula jadwal 

keberangkatan kereta api dan lain sebagainnya. 

 

 

 

 

 

 


